Hasil dari MGMP Sejarah Rayon 2 Tanggal 9 September 2026
SOAL SETARA TKA RAYON 2
KISI-KISI: PERLAWANAN DAERAH
1. Pada awal abad ke-19, kehidupan politik dan sosial di wilayah Kesultanan Yogyakarta mengalami perubahan. Pemerintah kolonial semakin aktif memengaruhi urusan internal kerajaan. Di sisi lain, kebijakan yang berkaitan dengan tanah, pajak, dan pemanfaatan sumber daya semakin memberikan tekanan kepada sebagian masyarakat. Situasi tersebut berlangsung bersamaan dengan munculnya keresahan di lingkungan bangsawan dan masyarakat pedesaan.
Pada 1825, pembangunan jalan yang dilakukan pemerintah kolonial melewati wilayah yang dianggap memiliki arti penting bagi Pangeran Diponegoro. Pemasangan patok tanpa melalui persetujuan Diponegoro kemudian menjadi salah satu peristiwa yang mempercepat pecahnya konflik.
Berdasarkan stimulus tersebut, interpretasi yang paling tepat adalah ....
☐ Pemasangan patok lebih tepat dipahami sebagai pemicu konflik karena terjadi dalam situasi yang sebelumnya telah dipenuhi berbagai ketegangan.
☐ Perang Diponegoro dapat dijelaskan melalui hubungan antara persoalan politik kerajaan, kepentingan ekonomi, keresahan sosial, dan nilai keagamaan.
☐ Reaksi terhadap pemasangan patok menunjukkan bahwa tindakan pemerintah kolonial dapat memiliki makna politik ketika menyentuh kepentingan dan simbol yang dianggap penting oleh masyarakat lokal.
☐ Karena pemasangan patok merupakan peristiwa yang terjadi paling dekat dengan pecahnya perang, persoalan politik dan sosial sebelumnya tidak dapat dianggap sebagai penyebab konflik.
☐ Pecahnya konflik menunjukkan bahwa tindakan kolonial yang tampak administratif dapat berkembang menjadi persoalan politik ketika dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan dan posisi masyarakat lokal.
Kunci Jawaban : A, B, C, E
2. Perlawanan terhadap kolonialisme membutuhkan mobilisasi manusia, pangan, persenjataan, dan sumber daya lainnya. Di pihak kolonial, perang juga menuntut biaya untuk mendatangkan pasukan, menyediakan logistik, membangun benteng, serta mempertahankan jalur komunikasi. Dalam beberapa kasus, tekanan akibat perang mendorong pemerintah kolonial mencari sumber penerimaan baru atau meningkatkan eksploitasi ekonomi untuk menutup kebutuhan perang.
Berdasarkan narasi tersebut, seorang peneliti ingin mengetahui apakah perlawanan daerah memiliki dampak terhadap kebijakan ekonomi kolonial.
	Pernyataan
	Tepat
	Tidak Tepat

	Perang dapat memberikan tekanan terhadap keuangan pemerintah kolonial karena membutuhkan biaya militer dan logistik.
	
	

	Beban perang dapat berkaitan dengan semakin kuatnya upaya kolonial mengeksploitasi sumber daya di wilayah jajahan.
	
	

	Dampak ekonomi perang hanya dirasakan oleh pihak kolonial karena masyarakat lokal tidak terlibat dalam pembiayaan konflik.
	
	

	Hubungan antara perang dan kebijakan ekonomi kolonial perlu dilihat sebagai hubungan yang saling berkaitan, bukan sebagai dua peristiwa yang berdiri sendiri.
	
	

	Perlawanan daerah dapat memiliki konsekuensi ekonomi meskipun secara militer pada akhirnya mengalami kekalahan.
	
	


KISI-KISI:  PERGERAKAN NASIONAL
3. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintah kolonial menerapkan Politik Etis yang mencakup perluasan pendidikan bagi sebagian penduduk pribumi. Kebijakan tersebut berlangsung dalam masyarakat yang sebelumnya telah mengalami berbagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Pada awal abad ke-20, muncul organisasi-organisasi yang menggunakan pendidikan, pers, rapat, dan kegiatan sosial sebagai sarana perjuangan.
Interpretasi yang paling tepat terhadap hubungan antara perkembangan tersebut adalah ....
A. Perluasan pendidikan memperkenalkan cara berpikir baru kepada sebagian masyarakat pribumi, sementara pengalaman kolonialisme memberi persoalan konkret yang mendorong munculnya organisasi dengan orientasi perjuangan yang semakin terstruktur.
B. Perluasan pendidikan memperkuat kedudukan kelompok terpelajar dalam masyarakat, sedangkan pengalaman perlawanan daerah menyediakan tradisi kepemimpinan yang kemudian diteruskan melalui organisasi-organisasi modern.
C. Pendidikan kolonial memperluas interaksi antara pribumi dan pemerintah, sedangkan pengalaman perlawanan daerah membentuk kesadaran bahwa kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan melalui saluran politik yang lebih terorganisasi.
D. Pendidikan menghasilkan kelompok terpelajar yang memiliki kemampuan berorganisasi, sementara pengalaman kolonialisme memperkenalkan persoalan bersama yang memungkinkan berkembangnya identitas politik melampaui lingkungan kedaerahan.
E. Perluasan pendidikan memperluas kesempatan mobilitas sosial, sedangkan pengalaman perlawanan terhadap kolonialisme mendorong kelompok terpelajar mengembangkan bentuk perjuangan yang lebih sesuai dengan perubahan masyarakat.
Kunci Jawaban : C
4. Pada awal abad ke-20, masyarakat Hindia Belanda mengalami perubahan sosial yang antara lain ditandai oleh berkembangnya pendidikan dan munculnya kelompok terpelajar. Di tengah kondisi tersebut, tiga tokoh dengan latar belakang berbeda—E.F.E. Douwes Dekker, dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara—mendirikan Indische Partij pada 1912.Kemunculan organisasi tersebut tidak cukup dipahami hanya sebagai bertambahnya jumlah organisasi pergerakan. Jika dibandingkan dengan karakter sebagian perlawanan sebelumnya, Indische Partij memperlihatkan perubahan dalam cara merumuskan persoalan kolonial dan membangun identitas politik.
Pilih semua pernyataan yang paling tepat berdasarkan stimulus tersebut!
☐ Indische Partij memperlihatkan kecenderungan menggeser basis perjuangan dari ikatan kedaerahan menuju kepentingan masyarakat Hindia yang lebih luas.
☐Gagasan persatuan yang dikembangkan organisasi tersebut menunjukkan bahwa pengalaman hidup dalam struktur kolonial mulai digunakan sebagai dasar pembentukan solidaritas politik.
☐ Kehadiran Indische Partij memperlihatkan bahwa perjuangan mulai diarahkan pada persoalan politik, bukan hanya pada pemulihan kedudukan kelompok yang mengalami tekanan kolonial.
☐ Perubahan tersebut menunjukkan berkembangnya bentuk nasionalisme yang pada tahap awal masih menggunakan identitas Hindia sebagai ruang politik bersama.
☐  Indische Partij menandai terbentuknya konsep bangsa Indonesia yang secara substantif telah sama dengan konsep kebangsaan setelah Indonesia merdeka.
Kunci Jawaban: A,B,C,D
KISI-KISI	: PENDUDUKAN JEPANG
5. Pada awal pendudukannya di Indonesia, Jepang menggunakan propaganda “saudara tua” dan berbagai slogan untuk membangun citra sebagai pembebas bangsa Asia. Akan tetapi, setelah kekuasaannya semakin kuat, Jepang membatasi kebebasan organisasi, mengerahkan rakyat sebagai tenaga kerja, serta mengambil hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan perang.
Berdasarkan perubahan kebijakan tersebut, inferensi historis yang paling tepat mengenai strategi pendudukan Jepang di Indonesia adalah ...
A. Jepang mengalami kegagalan dalam mengendalikan Indonesia sehingga mengubah kebijakan dari politik menjadi ekonomi.
B. Jepang mempertahankan propaganda sebagai tujuan utama karena kebutuhan perang tidak memengaruhi kebijakan pemerintahannya.
C. Jepang mengubah pendekatan dari membangun penerimaan masyarakat menuju pengendalian dan eksploitasi sumber daya untuk mendukung kepentingan perang.
D. Jepang menerapkan kebijakan eksploitasi karena rakyat Indonesia sejak awal menolak seluruh bentuk propaganda Jepang.
E. Jepang memberikan keleluasaan kepada organisasi pribumi agar rakyat dapat mempersiapkan pemerintahan sendiri setelah perang.
KUNCI JAWABAN  : C
KISI-KISI: PROKLAMASI
6. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radio luar negeri pada 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno dan Mohammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Golongan tua bersikap lebih hati-hati karena mempertimbangkan kondisi politik dan keamanan. Mereka khawatir tindakan yang terburu-buru dapat memicu konflik bersenjata dengan tentara Jepang yang masih menguasai persenjataan. Perbedaan sikap tersebut kemudian memicu peristiwa Rengasdengklok.
Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Tepat atau Tidak Tepat berdasarkan stimulus dan konteks sejarahnya!
	No.
	Pernyataan
	Tepat
	Tidak Tepat

	1.
	Sikap hati-hati golongan tua didasarkan pada pertimbangan bahwa Jepang masih memiliki kekuatan militer sehingga proklamasi secara terburu-buru berpotensi menimbulkan konflik.
	☐
	☐

	2.
	Golongan tua menolak proklamasi karena menganggap Indonesia belum memiliki hak untuk merdeka sebelum memperoleh persetujuan Sekutu.
	☐
	☐

	3.
	Perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua menunjukkan adanya perbedaan strategi dalam menentukan waktu dan cara memproklamasikan kemerdekaan.
	☐
	☐

	4.
	Kehati-hatian golongan tua membuktikan bahwa mereka tidak menghendaki kemerdekaan Indonesia dan masih ingin mempertahankan kekuasaan Jepang.
	☐
	☐

	5.
	Peristiwa Rengasdengklok dapat dipahami sebagai dampak dari perbedaan penilaian terhadap situasi politik setelah Jepang menyerah kepada Sekutu.
	☐
	☐


Kunci Jawaban
1. Tepat 
2. Tidak Tepat 
3. Tepat 
4. Tidak Tepat 
5. Tepat
KISI-KISI : REVOLUSI INDONESIA
7. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia menghadapi konflik dengan Belanda yang berupaya kembali menguasai wilayah Indonesia. Kondisi tersebut mendorong pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomasi. Melalui perundingan yang berlangsung di Linggarjati, Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan yang kemudian ditandatangani pada 25 Maret 1947.Perjanjian Linggarjati yang ditandatangani pada 25 Maret 1947 menjadi salah satu tonggak diplomasi awal Indonesia di mata internasional. Meskipun menuai pro dan kontra di dalam negeri, perjanjian ini memiliki konsekuensi hukum dan politis tertentu.
Apa saja isi dan dampak dari Perjanjian Linggarjati?
Klik jawaban benar! Jawaban benar lebih dari satu.
☐Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de jure atas seluruh wilayah bekas Hindia Belanda.
☐Republik Indonesia hanya diakui secara de facto memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura.
☐Disepakati pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari RI, Negara Borneo, dan Negara Indonesia Timur.
☐Indonesia diwajibkan untuk melunasi seluruh hutang pemerintah Hindia Belanda sebelum tahun 1949.
☐Belanda setuju untuk menarik seluruh tentaranya dari wilayah Jawa dan Sumatera dalam waktu 3 bulan.
Jawaban: Opsi 2 dan 3
KISI-KISI: DEMOKRASI LIBERAL
8. Pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959), Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Pada periode tersebut terdapat banyak partai politik dengan kepentingan dan ideologi yang berbeda. Kabinet biasanya dibentuk melalui koalisi beberapa partai. Ketika dukungan politik terhadap kabinet melemah, parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya yang menyebabkan kabinet jatuh dan harus dibentuk kabinet baru.
Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia mengalami tujuh kali pergantian kabinet dalam waktu kurang dari satu dekade.
Berdasarkan stimulus tersebut, kesimpulan yang paling tepat mengenai penyebab ketidakstabilan pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal adalah ...
A. Sistem multipartai menyebabkan persaingan kepentingan antarkelompok politik sehingga koalisi pemerintahan mudah pecah dan kabinet kehilangan dukungan parlemen.
B. Dominasi militer dalam pemerintahan menyebabkan setiap kabinet tidak mampu menjalankan kebijakan politik secara konsisten.
C. Tekanan negara-negara asing menyebabkan partai politik di Indonesia secara bergantian menjatuhkan kabinet yang sedang berkuasa.
D. Kegagalan Konstituante dalam menyusun undang-undang dasar menyebabkan seluruh kabinet pada masa Demokrasi Liberal kehilangan legitimasi politik.
E. Dominasi satu partai politik menyebabkan partai-partai lain secara terus-menerus menggunakan mosi tidak percaya untuk menggagalkan program pemerintah.
Kunci Jawaban: A
9. Pemilu 1955 sering disebut sebagai "Pemilu Paling Demokratis" dalam sejarah Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan dalam dua tahap: tahap pertama untuk memilih anggota DPR, dan tahap kedua untuk memilih anggota Konstituante.
Tentukan apakah pernyataan berikut Sesuai atau Tidak Sesuai dengan fakta sejarah Pemilu 1955!
	Pernyataan
	Tepat
	Tidak Tepat 

	1. Pemilu ini diikuti oleh puluhan partai politik dan menghasilkan empat partai besar: PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
	
	

	2. Hasil Pemilu 1955 berhasil memberikan mayoritas mutlak kepada satu partai sehingga kabinet menjadi sangat stabil.
	
	

	3. Pemilihan anggota Konstituante bertujuan untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap guna menggantikan UUDS 1950.
	
	



Jawaban: 1. Sesuai, 2. Tidak Sesuai, 3. Sesuai
KISI-KISI: DEMOKRASI TERPIMPIN
10. Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai dasar konstitusional. Salah satu agenda penting pada periode tersebut adalah pembentukan Undang-Undang Dasar yang baru melalui Konstituante. Namun, perdebatan di dalam Konstituante berlangsung cukup lama, terutama mengenai dasar negara dan bentuk konstitusi yang akan digunakan. Berbagai upaya untuk mencapai kesepakatan tidak menghasilkan keputusan yang diperlukan.
Kebuntuan tersebut berlangsung ketika kondisi politik dan keamanan Indonesia juga menghadapi berbagai persoalan. Dalam situasi tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945.
Berdasarkan stimulus tersebut, hubungan yang paling tepat antara kegagalan Konstituante dan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah ...
A. Perbedaan pandangan politik di Konstituante menyebabkan lembaga tersebut tidak mampu menyelesaikan tugasnya, sehingga muncul kebutuhan untuk mengakhiri kebuntuan konstitusional melalui Dekrit Presiden.
B. Konstituante sengaja menolak UUD 1945 karena seluruh anggotanya mendukung sistem pemerintahan parlementer dan menolak kepemimpinan Presiden Soekarno.
C. Kegagalan Konstituante terutama disebabkan oleh tekanan PBB yang menghendaki Indonesia mengganti sistem parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial.
D. Dekrit Presiden dikeluarkan karena Konstituante berhasil menyusun UUD baru, tetapi Presiden Soekarno menolak hasil tersebut karena tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah.
E. Dekrit Presiden merupakan tindakan untuk membubarkan seluruh partai politik karena persaingan antarpartai dianggap sebagai satu-satunya penyebab ketidakstabilan politik.
Kunci Jawaban: A





